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BUPATI PEMALANG 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

 

NOMOR 9 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL  

PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEMALANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan adanya pemberian Aset 
Manejemen Unit dan Dana Cadangan Tujuan dari PT. 
Bank Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 perlu 
disesuaikan;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga.  

    

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  10.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

  11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  16.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

  17.  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan 
di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2002 Nomor 121); 

  18.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 11 Seri E Nomor 5);  

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2010 Nomor 11); 

  20.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor 1); 

  21.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8); 
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  22.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2009 Nomor 2); 

  23.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 3); 

  24.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 4). 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

dan 

BUPATI PEMALANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 
TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 
DAERAH PADA PIHAK KETIGA  

 

  Pasal I 

 

 Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8), 
diubah sebagai berikut : 

    

 Ketentuan Pasal 14A ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
14A berbunyi sebagai berikut : 

   
 
 

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



 5 

 BAB VA 
PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA 

 

Pasal 14A 

   

 (1) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai 
berikut : 

 a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mulia ditetapkan 
sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); 
 

 b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) ditetapkan sebesar 
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); 

 c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang 
ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah); 

 d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan Taman (PD BPR BKK Taman) ditetapkan sebesar 
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); 

 e. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pemalang (PD 
BKK Pemalang) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah); 

 f. PT. Bank Jateng ditetapkan sebesar                                       
Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar 
rupiah). 

 (2) Kepemilikan Modal Dasar PD BPR BKK Taman dan PD BKK 
Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan 
huruf e, dengan perbandingan sebagai berikut : 

 a. Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); 
b. Kabupaten Pemalang sebesar 49% (empat puluh sembilan 

persen). 

 (3) Kepemilikan Modal Dasar PT. Bank Jateng oleh Pemerintah 
Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 

 (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(5) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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 Pasal II 

  

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang. 

  

 Ditetapkan di Pemalang         

 pada tanggal 10 September 2012 

  

 BUPATI PEMALANG, 

  

 ttd 

  

 JUNAEDI 

Diundangkan di Pemalang  

pada tanggal 10 September 2012  

  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PEMALANG  

  

ttd  

  

BUDHI RAHARDJO  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



 7 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR 9 TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL  

PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA 

 

I.  UMUM 

  

 Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan 
bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk memupuk sumber pendapatan 
daerah. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa 
sumber pendapatan Daerah terdiri dari : 
a. Hasil Pajak Daerah; 
b. Hasil Retribusi Daerah; 
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-
usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah. 

Dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah 
daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2012, menjelaskan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada 
BUMN/BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam 
APBD yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan setelah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan 
daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka 
pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah 
penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan 
daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut 
belum melebihi jumlah penyertaan  modal yang telah ditetapkan pada 
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah 
akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan 
modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan 
modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang 
penyertaan modal tersebut. 
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Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau 
melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dimaksud 
dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD 
sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan 
penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) 
sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. 

Bahwa kepemilikan modal dasar PT. Bank Jateng oleh Pemerintah 
Kabupaten Pemalang, yang semula Rp 24.559.000.000,- (dua puluh empat 
milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bertambah menjadi 
sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), sehingga Peraturan 
Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010, perlu disesuaikan.    

  

II.  PASAL DEMI PASAL  

  

 Pasal I 

  Cukup jelas 

 Pasal II 
Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 
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